SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

jdih.kendalkab.go.id



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga
Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No.7 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008
Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 31);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal
Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 170);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Menetapkan :

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 semula berjumlah Rp 2.448.834.513.867,00 berkurang
sejumlah (Rp 199.562.201.867,00) sehingga  menjadi
Rp 2.249.272.312.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
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1. Pendapatan Daerah

a.
b.

2. Be
a.
b.

3. Pe
a.

b.

Semula Rp 2.337.475.682.657,00
Berkurang (Rp 194.893.585.410,00)
Jumlah Pendapatan Rp 2.142.582.097.247,00
setelah Perubahan
lanja Daerah
Semula Rp 2.448.834.513.867,00
Berkurang (Rp_ 199.562.201.867,00)
Jumlah Belanja Rp 2.249.272.312.000,00
setelah Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah (Rp 106.690.214.753,00)
Perubahan
mbiayaan Daerah :
Penerimaan
1) Semula Rp 114.358.831.210,00
2) Berkurang (Rp 1.668.616.457,00)
Jumlah Penerimaan Rp 112.690.214.753,00
setelah Perubahan
Pengeluaran
1) Semula Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Rp 6.000.000.000,00
setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan netto Rp 106.690.214.753,00
setelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan (Rp 0,00)
anggaran setelah Perubahan
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp 425.302.413.634,00
2) Berkurang (Rp 91.652.369.495,00)
Jumlah pendapatan asli Rp 333.650.044.139,00
daerah setelah Perubahan
a. Dana perimbangan
1) Semula Rp 1.381.091.578.023,00
2) Berkurang (Rp 137.911.576.915,00)
Jumlah dana perimbangan Rp 1.243.180.001.108,00
setelah Perubahan
b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp 531.081.691.000,00
2) Bertambah Rp 34.670.361.000,00
Jumlah lain-lain Rp 565.752.052.000,00
pendapatan daerah yang
sah setelah Perubahan
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp 169.698.650.000,00
2) Berkurang (Rp 39.278.650.000,00)
Jumlah pajak daerah Rp 130.420.000.000,00

setelah Perubahan
b. Retribusi daerah
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(4)

1) Semula Rp 21.583.574.500,00
2) Berkurang (Rp 3.142.067.393,00)
Jumlah retribusi daerah Rp 18.441.507.107,00

setelah Perubahan
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 20.345.000.000,00
2) Berkurang (Rp 4.456.717.834,00)
Jumlah hasil pengelolaan Rp 15.888.282.166,00

kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 213.675.189.134,00
2) Berkurang (Rp 44.774.934.268,00)
Jumlah lain-lain Rp 168.900.254.866,00

pendapatan asli daerah

yang sah setelah Perubahan
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) Semula Rp 44.255.800.000,00
2) Bertambah Rp 2.467.234.996,00
Jumlah dana bagi hasil Rp 46.723.034.996,00

setelah Perubahan
b. Dana alokasi umum
1) Semula Rp 1.006.102.383.000,00
2) Berkurang (Rp 84.374.450.000,00)
Jumlah dana alokasi umum Rp 921.727.933.000,00
setelah Perubahan
c. Dana alokasi khusus
1) Semula Rp 330.733.395.023,00
2) Berkurang (Rp 56.004.361.911,00)
Jumlah dana alokasi khususRp 274.729.033.112,00
setelah Perubahan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp 95.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 7.080.000.000,00

Jumlah Pendapatan hibah Rp 102.080.000.000,00
setelah Perubahan
b. Dana Darurat

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Dana Darurat Rp 0,00

setelah Perubahan
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1) Semula Rp 148.025.979.000,00
2) Bertambah/Berkurang Rp 1.274.790.000,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Rp 149.300.769.000,00
dari Provinsi setelah Perubahan
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp 36.735.213.000,00
2) Bertambah Rp 7.877.233.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian Rp 44.612.446.000,00

dan Otonomi Khusus setelah
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Perubahan
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 21.313.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Rp 21.313.000.000,00

dari Provinsi setelah Perubahan
f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah
1) Semula Rp 251.320.499.000,00
2) Berkurang (Rp 2.874.662.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan Rp 248.445.837.000,00
dari Pemerintah setelah
Perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 1.557.905.845.128,00
2) Berkurang (Rp 29.145.061.884,00)
Jumlah Belanja Tidak Rp 1.528.760.783.244,00

Langsung setelah Perubahan
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp 890.928.668.739,00
2) Berkurang (Rp 170.417.139.983,00)
Jumlah Belanja Langsung Rp 720.511.528.756,00
setelah Perubahan
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp 1.046.754.771.374,00
2) Berkurang (Rp 64.828.176.834,00)
Jumlah Belanja Pegawai Rp 981.926.594.540,00
setelah Perubahan
b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Bunga Rp 0,00

setelah Perubahan
c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Subsidi Rp 0,00

setelah Perubahan
d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 101.880.235.575,00
2) Berkurang (Rp 9.463.135.000,00)
Jumlah Belanja Hibah Rp 92.417.100.575,00

setelah Perubahan
e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Rp 0,00

Sosial setelah Perubahan
f. Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
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(3)

Pemerintah Desa

1) Semula Rp 19.539.440.279,00
2) Berkurang (Rp 4.562.521.496,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp 14.976.918.783,00

kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa
setelah Perubahan
g. Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa
1) Semula Rp 386.231.397.900,00
2) Berkurang (Rp 5.992.013.400,00)
Jumlah Belanja Bantuan Rp 380.239.384.500,00
Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa setelah Perubahan
h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 3.500.000.000,00
2) Bertambah Rp 55.700.784.846,00
Jumlah Belanja Tak TerdugaRp 59.200.784.846,00

setelah Perubahan
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 95.455.930.200,00
2) Berkurang (Rp 8.998.084.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai Rp 86.457.846.200,00

setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp 521.900.954.980,00
2) Berkurang (Rp 13.575.426.663,00)
Jumlah Belanja Barang dan Rp 508.325.528.317,00
Jasa setelah Perubahan

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 273.571.783.559,00
2) Berkurang (Rp 147.843.629.320,00)
Jumlah Belanja Modal Rp 125.728.154.239,00

setelah Perubahan

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 3 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 114.358.831.210,00
2) Berkurang (Rp 1.668.616.457,00)
Jumlah Penerimaan Rp 112.690.214.753,00
Pembiayaan setelah

Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Rp 6.000.000.000,00
Pembiayaan setelah

Perubahan
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(2)
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Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp 99.358.831.210,00
2) Berkurang (Rp 1.668.616.457,00)
Jumlah Sisa lebih Rp 97.690.214.753,00

perhitungan Anggaran

(SiLPA) Tahun Anggaran

sebelumnya setelah Perubahan
b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp 15.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah Pencairan dana Rp 15.000.000.000,00

cadangan setelah Perubahan
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Hasil penjualan Rp 0,00

kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan
d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Rp 0,00

pinjaman daerah setelah Perubahan
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Rp 0,00

Kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Rp 0,00

Daerah setelah perubahan
g. Penerimaan kembali dana cadangan tujuan dari Bank
Jateng/BPD sejumlah

1) Semula Rp 0,00
2) berkurang Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Rp 0,00

Daerah setelah perubahan
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pembentukan dana Rp 0,00

cadangan setelah Perubahan
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Rp 6.000.000.000,00

(Investasi) Pemerintah Daerah
setelah Perubahan
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11

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pembayaran cicilan Rp 0,00

pokok utang yang jatuh tempo

setelah perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pemberian pinjamanRp 0,00
daerah dan obligasi setelah
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

a. Lampiran VII. 1

. Lampiran VII.2

b

c. Lampiran VII.3
d. Lampiran VIL.4
e. Lampiran VIL.5
f. Lampiran VII.6

Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD
menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi Perangkat
Daerah;

Rincian Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Perangkat Daerah,
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Perangkat
Daerah, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar  Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja;

Neraca Daerah;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Equitas;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun

jdih.kendalkab.go.id
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Anggaran Sebelumnya yang Belum
Diselesaikan dan = Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah;
10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2020.
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd
MIRNA ANNISA
Diundangkan di Kendal Sal'iﬁﬁﬁfffsqsuai dengan aslinya,
Pada tanggal 12 Oktober 2020 *~~ KEPALA'BAGIAN HUKUM
& SETDA KABUPATEN KENDAL,
SEKRETARIS DAERAH ‘ ! A <
KABUPATEN KENDAL, : ¢ J\ M
cap ttd . NURF ; D, §.H., M.H.
Pémbina Tk I
MOH. TOHA NIP-19700215 199003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (13-233/2020)
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